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TAK MASUK DTKS, RIBUAN PENERIMA JKN PBI DI KABUPATEN TEGAL 

MULAI DIHAPUS 

 

Sumber Gambar:  

https://radartegal.disway.id/upload/91dea88dba902539cc08913c39c1dce9.jpeg 
 

Isi Berita:  

RADAR TEGAL - Karena datanya tidak masuk dalam Data Terpadu Keluarga Sejahtera 

(DTKS), ribuan penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) di 

Kabupaten Tegal dihapus.  

Bulan September 2023 ini, penghapusan ini dimulai. Karena penerima PBI JKN tidak 

masuk dalam DTKS, mereka dikategorikan orang yang mampu. 

Meski sebenarnya masih banyak yang membutuhkan jaminan kesehatan tersebut walau 

namanya tidak masuk DTKS. 

“Jadi, kalau nanti ada warga yang tidak bisa menggunakan KIS, maka dia sudah dihapus 

dari penerima PBI JKN pada September ini,” Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal 

A. Jafar, Rabu 20 September 2023. 

Menurutnya, penghapusan data yang tidak sesuai DTKS itu merupakan kebijakan dari 

Pemerintah Pusat. Penghapusan data itu juga disebabkan dalam Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) status pekerjaan wirawasta. 

Status itu juga tidak bisa masuk dalam DTKS yang secara otomatis juga dihapus menjadi 

penerima PBI JKN. Sehingga berimbas pada semua anggota keluarga yang masuk dalam 

Kartu Keluarga (KK). 

“Jadi kepala keluarga yang dianggap mampu, maka anggota keluarga lainnya yang masuk 

KK, juga dianggap mampu semua,” ujarnya.  

Menurut dia, jika ada warga penerima PBI JKN yang telah dihapus karena tidak masuk 

DTKS, bisa mengajukan klarifikasi kepada operator desa. 

Nantinya, operator desa akan kembali memasukkan ke penerima JKN PBI. Akan tetapi, 

untuk bisa masuk data JKN PBI, tergantung kebijakan Pemerintah Pusat.  
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“Mungkin tidak mudah, tapi ini usaha agar bisa kembali masuk sebagai penerima JKN 

PBI,” kata politisi PKB itu. 

Jafar membeberkan, dalam Perubahan APBD Kabupaten Tegal tahun 2023, dianggarkan 

untuk penambahan alokasi PBI JKN yang bersumber dari APBD sebesar Rp4,466 miliar. 

Anggaran tambahan itu untuk menanggung PBI JKN yang bersumber dari APBD. 

Sebelumnya dalam APBD Murni Kabupaten Tegal tahun 2023, anggaran PBI JKN 

sebesar Rp29,1 miliar menjadi Rp33,6 miliar. 

“Operator desa saya minta untuk memasukkan data berdasarkan musdes dan kondisi riil, 

tanpa mengedepankan like and dislike,” pungkasnya.  

Demikian informasi terkait penghapusan data penerima PBI JKN dan hubungannya 

dengan DTKS. Semoga bermanfaat. 

 

Sumber Berita: 

1. https://radartegal.disway.id/read/667426/tak-masuk-dtks-ribuan-penerima-jkn-pbi-di-

kabupaten-tegal-mulai-dihapus, “Tak Masuk DTKS, Ribuan Penerima JKN PBI di 

Kabupaten Tegal Mulai Dihapus”, tanggal 20 September 2023. 

2. https://jateng.disway.id/amp/664478/ribuan-penerima-jkn-pbi-di-kabupaten-tegal-

dihapus-ternyata-ini-penyebabnya, “Ribuan Penerima JKN PBI di Kabupaten Tegal 

Dihapus, Ternyata Ini Penyebabnya”, tanggal 20 September 2023. 

 

Catatan : 

 APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan 

kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. 

Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai 

dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan 

pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat 

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur 

melalui evaluasi terhadap laporan APBD.1 

 Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana 

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan 

dengan peraturan daerah.2 

                                                           
1 Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : PROSES 

PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada 

tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20 
2
 Ibid 
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 Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain 

sebagai berikut  : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

 Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 

1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan 

Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:3 

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak 

sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, 

alokasi belanja daerah, dan lain-lain. 

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit 

organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan 

melakukan perubahan APBD. 

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus 

digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun 

anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok 

utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok 

utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, 

mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang 

capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam 

DPA-SKPD tahun anggaran berjalan. 

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak 

diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam 

situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga. 

5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan 

dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih 

besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau 

efisiensi belanja. 

 Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

                                                           

3
 Ibid 
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 Berdasarkan artikel tersebut di atas, dalam Perubahan APBD Kabupaten Tegal tahun 

2023, dianggarkan untuk penambahan alokasi PBI JKN yang bersumber dari APBD 

sebesar Rp4,466 miliar. 

 Anggaran tambahan itu untuk menanggung PBI JKN yang bersumber dari APBD. 

Sebelumnya dalam APBD Murni Kabupaten Tegal tahun 2023, anggaran PBI JKN 

sebesar Rp29,1 miliar menjadi Rp33,6 miliar 

 Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari 

APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 

2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut : 

a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan 

berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan 

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam 

keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: 

a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko 

sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan 

bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau 

masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko 

sosial.  

b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis 

sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika 

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat 

hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa 

bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan 

telah lepas dari resiko sosial.  

c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan 

Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara 

langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola 
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yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan 

tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. 

e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: 

a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon 

penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; 

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas 

kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu 

dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib 

dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun 

anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan 

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial 

meliputi: 

1) rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan 

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

2) perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko 

dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok 

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan 

kebutuhan dasar minimal. 

3) pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau 

kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, 

sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 

4) jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin 

penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang 

layak. 

5) penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, kegiatan 

dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok 

masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata 

pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi 

kemanusiaan. 

6) penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan 

untuk rehabilitasi. 
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f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas 

penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara 

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih 

lanjut dengan peraturan kepala daerah. 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 

 


